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Abstrak: Perkembangan era globalisasi berjalan dengan sangat cepat sehingga terjadi berbagai 
dinamika atau perubahan serta perkembangan dalam setiap unsur kehidupan termasuk dalam bidang 
ekonomi dan bisnis. Persaingan bisnis yang semakin ketat juga berpengaruh terhadap fenomena kasus-
kasus hukum dalam bidang bisnis yang diantaranya diakibatkan oleh gap atau persaingan yang timbul 
didunia bisnis. Sedangkan persaingan didalam dunia bisnis merupakan sesuatu hal yang tidak 
mungkin dapat dihindari. Namun sebuah persaingan bisnis dilakukan secara sehat tentu akan 
berdampak positif, berbanding terbalik apabila persaingan dilakukan dengan tidak sehat atau sportif 
maka akan berdampak negatif dan bisa berakibat hukum. Sebagaimana kita ketahui, para pelaku 
ekonomi Indonesia wajib menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi 
dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku ekonomi dan kepentingan masyarakat. 
Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bertujuan untuk menjaga daya saing pasar. Persaingan 
komersial harus dikendalikan, karena jika tidak maka akan mendorong terjadinya praktek monopoli 
yang bertentangan dengan prinsip persaingan komersial. Dari sudut pandang ekonomi, pelaku usaha 
yang memiliki kemampuan penguasaan pasar yang diraih melalui keunggulan inovasi dan efisiensi 
dapat memberikan efek yang positif bagi konsumen. Melalui penguasaan pasar, pelaku usaha dapat 
mewujudkan efisiensi biaya (cost saving) atau menjamin pasokan bahan baku atau produk untuk 
mencapai skala ekonomi (economy of scale). Penguasaan pasar bersangkutan juga memungkinkan 
pelaku usaha untuk dapat menekan biaya ratarata produksi melalui cakupan produksi yang luas 
(economy scope). Semuanya itu bisa berujung pada terciptanya harga yang rendah dan 
menguntungkan konsumen secara keseluruhan. Di sisi lain, kemampuan untuk menguasai atau untuk 
mempertahankan posisi di pasar bersangkutan dapat memungkinkan munculnya kegiatan persaingan 
usaha yang tidak sehat. Secara teoritis pelaku usaha yang telah memiliki penguasaan posisi dominan 
juga akan berupaya mempertahankan posisi tersebut dengan mempraktekan kegiatan persaingan 
usaha yang tidak sehat. 
 
Kata-kata kunci: Analisis, Persekongkolan, Tender, Bogor 
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Abstract: The development of the globalization era is progressing very rapidly, resulting in various dynamics, 
changes, and developments in every aspect of life, including the fields of economics and business. Increasingly 
intense business competition also affects the phenomenon of legal cases in the business sector, which are partly 
caused by gaps or competition arising in the business world. Competition in the business world is something that 
cannot be avoided. However, fair and healthy business competition will certainly have positive impacts, whereas 
unfair and unsportsmanlike competition will have negative impacts and may lead to legal consequences. As is 
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well known, Indonesian economic actors are required to conduct their business activities based on the principles 
of economic democracy while maintaining a balance between the interests of business actors and the interests of 
society. The enactment of Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair 
Business Competition aims to maintain market competitiveness. Commercial competition must be controlled 
because otherwise it may encourage monopolistic practices that are contrary to the principles of fair competition. 
From an economic perspective, business actors who possess market control through innovation and efficiency can 
provide positive effects for consumers. Through market control, business actors can achieve cost efficiency (cost 
saving) or ensure the supply of raw materials or products to attain economies of scale. Such market control also 
enables business actors to reduce average production costs through broad production coverage (economies of 
scope). All of these may ultimately lead to lower prices that benefit consumers as a whole. On the other hand, the 
ability to control or maintain a position in the relevant market may also encourage the emergence of unfair 
business competition practices. Theoretically, business actors who already possess a dominant position will 
attempt to maintain such a position by engaging in unfair business competition practices. 
 
Keywords: Analysis, Conspiracy, Tender, Bogor. 
 
1. PENDAHULUAN 

Perkembangan era globalisasi berjalan dengan sangat cepat sehingga terjadi berbagai 
dinamika atau perubahan serta perkembangan dalam setiap unsur kehidupan termasuk dalam bidang 
ekonomi dan bisnis. Persaingan bisnis yang semakin ketat juga berpengaruh terhadap fenomena kasus-
kasus hukum dalam bidang bisnis yang diantaranya diakibatkan oleh gap atau persaingan yang timbul 
didunia bisnis. Sedangkan persaingan didalam dunia bisnis merupakan sesuatu hal yang tidak 
mungkin dapat dihindari. Namun sebuah persaingan bisnis dilakukan secara sehat tentu akan 
berdampak positif, berbanding terbalik apabila persaingan dilakukan dengan tidak sehat atau sportif 
maka akan berdampak negatif dan bisa berakibat hukum.1 

Sebagaimana kita ketahui, para pelaku ekonomi Indonesia wajib menjalankan kegiatan 
usahanya berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi dan memperhatikan keseimbangan antara 
kepentingan pelaku ekonomi dan kepentingan masyarakat. Bahwa dengan diundangkannya Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
bertujuan untuk menjaga daya saing pasar. Persaingan komersial harus dikendalikan, karena jika tidak 
maka akan mendorong terjadinya praktek monopoli yang bertentangan dengan prinsip. persaingan 
komersial.2 

Dari sudut pandang ekonomi, pelaku usaha yang memiliki kemampuan penguasaan pasar 
yang diraih melalui keunggulan inovasi dan efisiensi dapat memberikan efek yang positif bagi 
konsumen. Melalui penguasaan pasar, pelaku usaha dapat mewujudkan efisiensi biaya (cost saving) 
atau menjamin pasokan bahan baku atau produk untuk mencapai skala ekonomi (economy of scale). 
Penguasaan pasar bersangkutan juga memungkinkan pelaku usaha untuk dapat menekan biaya 
ratarata produksi melalui cakupan produksi yang luas (economy scope). Semuanya itu bisa berujung 
pada terciptanya harga yang rendah dan menguntungkan konsumen secara keseluruhan. Di sisi lain, 
kemampuan untuk menguasai atau untuk mempertahankan posisi di pasar bersangkutan dapat 
memungkinkan munculnya kegiatan persaingan usaha yang tidak sehat. Secara teoritis pelaku usaha 
yang telah memiliki penguasaan posisi dominan juga akan berupaya mempertahankan posisi tersebut 
dengan mempraktekan kegiatan persaingan usaha yang tidak sehat.3 

 
1 Riris Risnayanti, “Kasus Persaingan Usaha Terkait Pembatasan Peredaran/Penjualan Barang 

Dalam Putusan Kppu Nomor 15/Kppu-I/2022 ” Jurnal Formousa, no. 4, hal. 6 
2 Fadli Rumafeking, “Tinjauan Yuridis Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Bentuk Permainan 

Harga Pasar” Jurnal hukum dan kemasyarakatan no. 2 juni (2024), hal. 10 
3 Yeti Kurniati, “Business Competition Cases Related to Restrictions on Distribution/Sales of 

Goods in KPPU Decision Number 15/KPPUI/2022” Jurnal no. 3 (2024), hal. 7 
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Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan 

adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual 
approach). Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer (UU Perlindungan Konsumen, 
KUHPerdata, UU Pelayaran, UU Penerbangan, UU LLAJ) serta bahan hukum sekunder (jurnal, 
literatur hukum, dan pendapat ahli). Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menarik 
kesimpulan yang komprehensif 

 

1. Analisis Pembuktian Kasus. 
Analisis Pembuktian Kasus Majelis Komisi KPPU dalam Perkara Nomor 03/KPPU-

L/2025 membuktikan persekongkolan tender Pembangunan RSUD Kabupaten Bogor melalui 
pendekatan Common Authorship dan jejak digital, yang menunjukkan koordinasi antara PT 
Jaya Semanggi Enjiniring (Terlapor I) dan PT Permata Anugerah Yalapersada (Terlapor II). 
Pembuktian tersebut diperkuat dengan temuan kesamaan metadata dokumen, kesalahan 
teknis identik, dan keterlibatan Pokja UKPBJ (Terlapor III) dalam membiarkan persekongkolan 
tersebut terjadi. Analisis ini menyoroti pentingnya digital forensics dalam membuktikan 
persaingan semu di era pengadaan elektronik. Anda dapat meninjau analisis mendetail 
mengenai kasus ini melalui publikasi resmi KPPU.  

Majelis Komisi KPPU memutuskan adanya pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 
1999 dalam tender Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021, 
yang melibatkan persekongkolan horizontal antara PT Jaya Semanggi Enjiniring dan PT 
Permata Anugerah Yalapersada. Temuan mencakup kesamaan dokumen penawaran dan 
kelalaian Pokja UKPBJ, yang menghasilkan total denda sebesar Rp3 miliar kepada pihak 
terlapor. 

Dalam Putusan Nomor 03/KPPU-L/2025, KPPU menetapkan terjadi persekongkolan 
tender pembangunan RSUD Bogor (TA 2021) yang melibatkan PT Jaya Semanggi Enjiniring, 
PT Permata Anugerah Yalapersada, dan Pokja UKPBJ Kabupaten Bogor. Temuan utama 
mencakup kesamaan dokumen penawaran, penggunaan IP address yang sama, serta kelalaian 
Pokja, yang melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dengan total denda administratif sebesar 
Rp3 miliar.  

Analisis Putusan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2025 mengungkapkan persekongkolan 
tender pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Bogor melalui kesamaan dokumen teknis dan 
pola penawaran antara terlapor. Majelis Komisi menetapkan denda administratif Rp3 miliar 
setelah menemukan bukti keterlibatan Pokja UKPBJ dalam memfasilitasi persaingan tidak 
sehat. 

2. Analisis Pertimbangan Majelis Komisi 
Majelis mempertimbangkan adanya koordinasi yang tidak wajar antara Terlapor I (PT 

Jaya Semanggi Enjiniring) dan Terlapor II (PT Permata Anugerah Yalapersada) berdasarkan 
bukti-bukti kesamaan dokumen: Kesamaan Metadata dan Dokumen: Ditemukan sejumlah 
kesamaan substansial dalam dokumen penawaran yang menunjukkan dokumen tersebut 
dibuat pada sumber yang sama atau secara bersama-sama. Dukungan Semu: Majelis menilai 
adanya manipulasi dalam proses pengajuan surat dukungan dari pihak ketiga yang sengaja 
diatur agar hanya menguntungkan kelompok terlapor tertentu. Penciptaan Persaingan Semu: 
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Tindakan para terlapor dianggap hanya formalitas untuk memenuhi syarat jumlah peserta 
tender, sementara pemenang sebenarnya sudah ditentukan sebelumnya. 

Majelis memberikan pertimbangan hukum terkait peran Terlapor III (Pokja UKPBJ 
Kabupaten Bogor) sebagai penyelenggara: Kelalaian dalam Evaluasi: Pokja dianggap abai dan 
lalai karena tidak menindaklanjuti indikasi kesamaan dokumen dan tanda-tanda 
persekongkolan yang nyata secara visual maupun teknis selama proses evaluasi penawaran. 
Memfasilitasi Pemenang: Tindakan Pokja yang tetap memenangkan salah satu terlapor di 
tengah adanya indikasi pelanggaran persaingan dianggap sebagai bentuk memfasilitasi 
terjadinya persekongkolan tender. Majelis menyimpulkan bahwa seluruh rangkaian tindakan 
para terlapor telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pasal 22 mengenai larangan 
persekongkolan dalam tender untuk mengatur pemenang: Tindakan tersebut telah 
menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat dan kompetitif. Mengakibatkan 
inefisiensi dan potensi kerugian bagi kepentingan umum/negara dalam pengadaan fasilitas 
kesehatan publik. 

Majelis Komisi KPPU dalam Perkara Nomor 03/KPPU-L/2025 membuktikan 
persekongkolan tender Pembangunan RSUD Kabupaten Bogor melalui pendekatan Common 
Authorship dan jejak digital, yang menunjukkan koordinasi antara PT Jaya Semanggi 
Enjiniring (Terlapor I) dan PT Permata Anugerah Yalapersada (Terlapor II). Pembuktian 
tersebut diperkuat dengan temuan kesamaan metadata dokumen, kesalahan teknis identik, 
dan keterlibatan Pokja UKPBJ (Terlapor III) dalam membiarkan persekongkolan tersebut 
terjadi. Analisis ini menyoroti pentingnya digital forensics dalam membuktikan persaingan 
semu di era pengadaan elektronik. Anda dapat meninjau analisis mendetail mengenai kasus 
ini melalui publikasi resmi KPPU. Majelis Komisi KPPU memutuskan adanya pelanggaran 
Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam tender Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten 
Bogor Tahun Anggaran 2021, yang melibatkan persekongkolan horizontal antara PT Jaya 
Semanggi Enjiniring dan PT Permata Anugerah Yalapersada. Temuan mencakup kesamaan 
dokumen penawaran dan kelalaian Pokja UKPBJ, yang menghasilkan total denda sebesar Rp3 
miliar kepada pihak terlapor. 

Dalam Putusan Nomor 03/KPPU-L/2025, KPPU menetapkan terjadi persekongkolan 
tender pembangunan RSUD Bogor (TA 2021) yang melibatkan PT Jaya Semanggi Enjiniring, 
PT Permata Anugerah Yalapersada, dan Pokja UKPBJ Kabupaten Bogor. Temuan utama 
mencakup kesamaan dokumen penawaran, penggunaan IP address yang sama, serta kelalaian 
Pokja, yang melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dengan total denda administratif sebesar 
Rp3 miliar. 

Analisis Putusan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2025 mengungkapkan persekongkolan 
tender pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Bogor melalui kesamaan dokumen teknis dan 
pola penawaran antara terlapor. Majelis Komisi menetapkan denda administratif Rp3 miliar 
setelah menemukan bukti keterlibatan Pokja UKPBJ dalam memfasilitasi persaingan tidak 
sehat.  

Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2025, tindakan para terlapor (PT 
Jaya Semanggi Enjiniring, PT Permata Anugerah Yalapersada, dan Pokja UKPBJ Kabupaten 
Bogor) dinyatakan telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 
melalui analisis hukum berikut: 

Unsur "Pelaku Usaha" Terlapor I (PT Jaya Semanggi Enjiniring) dan Terlapor II (PT 
Permata Anugerah Yalapersada) adalah badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang 
melakukan kegiatan ekonomi di bidang konstruksi, sehingga sah demi hukum dikategorikan 
sebagai pelaku usaha. 

Unsur "Bersekongkol dengan Pihak Lain" Majelis Komisi menemukan bukti kuat 
adanya dua jenis persekongkolan: Persekongkolan Horizontal (Antar Peserta): Ditemukan 
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kesamaan dokumen penawaran antara Terlapor I dan Terlapor II, mulai dari kesamaan 
metadata dokumen, IP Address saat pengunggahan, hingga kesalahan pengetikan (typo) yang 
identik. Hal ini membuktikan adanya koordinasi dalam penyusunan dokumen agar salah satu 
pihak menjadi pemenang (pendamping semu).  

Persekongkolan Vertikal (Peserta dengan Penyelenggara): Terlapor III (Pokja) terbukti 
membiarkan dan mengabaikan indikasi kesamaan dokumen tersebut. Pokja tidak melakukan 
klarifikasi atau diskualifikasi meskipun bukti persekongkolan sangat nyata secara visual, 
sehingga tindakan ini dianggap memfasilitasi kemenangan Terlapor I. Unsur "Mengatur dan 
atau Menentukan Pemenang Tender" Tindakan para terlapor dirancang secara sistematis 
untuk memastikan hasil tender tidak bersifat kompetitif: 

Para terlapor menciptakan Persaingan Semu, di mana jumlah peserta terlihat 
memenuhi syarat formal, namun secara substansi penawaran tersebut telah dikondisikan. 
Pengaturan ini menyebabkan peserta lain yang jujur tidak memiliki kesempatan yang sama 
untuk menang, sehingga pemenang tender sudah terkunci sejak tahap administrasi. Unsur 
"Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat" Tindakan persekongkolan ini 
menghilangkan esensi dari lelang publik yang seharusnya mencari harga terbaik dan kualitas 
tertinggi bagi negara. 

Dengan adanya pengaturan harga dan pemenang, negara (Pemerintah Kabupaten 
Bogor) berpotensi tidak mendapatkan efisiensi anggaran, yang secara langsung mencederai 
prinsip persaingan usaha yang sehat. Kesimpulan Majelis Komisi: Karena seluruh fakta 
persidangan menunjukkan adanya kerja sama yang direncanakan secara sadar (meeting of 
minds) untuk memenangkan pihak tertentu, maka para terlapor dinyatakan terbukti secara 
sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. 

 
Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2025, tindakan para terlapor telah memenuhi 
seluruh unsur pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999.Berikut adalah ringkasan poin utamanya: 
Terbukti Bersekongkol: Terlapor I dan II terbukti melakukan persekongkolan horizontal (kerja sama 
antarpeserta) yang dibuktikan dengan kesamaan dokumen penawaran, metadata, dan I Address. 
Kelalaian Panitia: Terlapor III (Pokja) terbukti melakukan persekongkolan vertikal karena membiarkan 
dan mengabaikan indikasi kecurangan tersebut tanpa melakukan klarifikasi. Persaingan Semu: 
Tindakan para terlapor menciptakan persaingan tidak sehat yang hanya bertujuan untuk 
memenangkan PT Jaya Semanggi Enjiniring secara formalitas. Sanksi: KPPU menjatuhkan denda 
administratif total sebesar Rp3 miliar sebagai konsekuensi atas pelanggaran tersebut. Berdasarkan 
Putusan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2025, pertimbangan hukum Majelis Komisi dalam menjatuhkan 
sanksi denda administratif adalah sebagai berikut: Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan: Majelis 
menilai seluruh unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 terpenuhi, terutama adanya bukti komunikasi 
dan kesamaan dokumen (metadata serta IP Address) antara Terlapor I dan II. Dampak Terhadap 
Persaingan: Tindakan para terlapor dianggap menciptakan persaingan semu yang menghalangi pelaku 
usaha lain dan merugikan efisiensi anggaran negara (APBD Kabupaten Bogor). Unsur Kelalaian Pokja: 
Majelis mempertimbangkan bahwa Terlapor III (Pokja) melakukan pembiaran yang memperkuat 
terjadinya persekongkolan tersebut. Tingkat Pelanggaran: Besaran denda ditentukan berdasarkan 
tingkat kesalahan, dampak kerugian masyarakat, serta kemampuan ekonomi para terlapor, dengan 
total denda sebesar Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).Paradigma hukum progresif menempatkan 
manusia sebagai pusat hukum, dengan menekankan keadilan substantif, fleksibilitas, dan keberanian 
untuk melakukan terobosan hukum ketika norma positif tidak memadai Pendekatan ini sangat relevan 
untuk merespons dinamika sosial di Indonesia, sebagaimana tampak dalam praktik peradilan dan 
putusan Mahkamah Konstitusi yang sering menafsirkan hukum secara progresif demi perlindungan 

PENUTUP 



 
 

 Vol. 2, No. 1, Hal: 38-77 
 

https://journal.ppm-ntb.id/index.php/lp/index 6 
 

hak-hak warga negara. Meskipun demikian, hukum progresif rentan menimbulkan ketidakpastian 
hukum karena terlalu membuka ruang subjektivitas hakim dan apparat penegak hukum. 
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